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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) telah membawa 
perubahan fundamental dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam domain hukum 
perdagangan internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi 
kecerdasan buatan dalam transformasi hukum perdagangan internasional, mencakup peran, 
implikasi hukum, serta tantangan regulasi yang muncul akibat integrasi AI dalam sistem 
perdagangan global. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 
(conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Bahan 
hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan terhadap instrumen hukum internasional, 
perjanjian perdagangan, dan literatur ilmiah mutakhir. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa kecerdasan buatan telah mengubah paradigma hukum perdagangan internasional 
melalui otomasi kontrak perdagangan (smart contract), sistem penyelesaian sengketa 
berbasis AI, serta analisis kepatuhan regulasi secara real-time. Eksistensi AI juga 
memunculkan persoalan hukum baru terkait subjektivitas hukum entitas AI, tanggung 
jawab hukum, perlindungan data, dan kedaulatan digital negara. Penelitian ini 
menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi regulasi internasional yang adaptif guna 
mengakomodasi peran AI dalam perdagangan internasional tanpa mengabaikan prinsip-
prinsip hukum perdagangan internasional yang telah mapan. 
Kata Kunci: Kecerdasan Buatan, Hukum Perdagangan Internasional, 
Transformasi Hukum, Regulasi AI, Smart Contract 
 

ABSTRACT 
The development of artificial intelligence (AI) technology has brought fundamental 
changes to various sectors of life, including in the domain of international trade law. This 
study aims to analyze the existence of artificial intelligence in the transformation of 
international trade law, covering its roles, legal implications, and regulatory challenges 
arising from AI integration in the global trading system. Normative legal research is used 
with statute, conceptual, and comparative approaches. Legal materials were collected 
through library research on international legal instruments, trade agreements, and current 
scientific literature. The results show that artificial intelligence has transformed the 
paradigm of international trade law through automation of trade contracts (smart 
contracts), AI-based dispute resolution systems, and real-time regulatory compliance 
analysis. The existence of AI also raises new legal issues concerning the legal subjectivity 
of AI entities, legal liability, data protection, and national digital sovereignty. This study 
concludes that adaptive international regulatory harmonization is needed to accommodate 
the role of AI in international trade without disregarding established principles of 
international trade law. 
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PENDAHULUAN 

Revolusi industri keempat yang ditandai dengan kemajuan pesat teknologi 
digital, khususnya kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), telah mendisrupsi 
hampir seluruh sendi kehidupan manusia, termasuk sistem hukum yang berlaku 
secara global. Dalam konteks perdagangan internasional, AI tidak lagi sekadar 
menjadi alat bantu teknis, melainkan telah bertransformasi menjadi aktor aktif yang 
memengaruhi struktur, mekanisme, dan regulasi perdagangan lintas batas negara 
(Marchetti & Zuercher, 2021). 

Perdagangan internasional sebagai salah satu pilar utama perekonomian 
global telah mengalami transformasi signifikan sejak kehadiran teknologi AI. 
Sistem AI kini mampu menganalisis jutaan dokumen perdagangan, memprediksi 
tren pasar global, mengotomasi proses kepabeanan, hingga memfasilitasi 
penyelesaian sengketa perdagangan tanpa intervensi manusia secara langsung. 
Fenomena ini membawa implikasi hukum yang sangat luas, mulai dari pertanyaan 
mendasar tentang subjek hukum hingga persoalan yurisdiksi dalam penyelesaian 
sengketa lintas negara (Trakman, 2020). Perkembangan ini semakin dipercepat oleh 
pandemi COVID-19 yang mendorong adopsi teknologi digital dalam perdagangan 
secara masif (OECD, 2021). 

World Trade Organization (WTO) sebagai lembaga perdagangan multilateral 
tertinggi telah mengakui bahwa perkembangan teknologi digital, termasuk AI, 
merupakan isu strategis yang perlu direspons melalui kerangka regulasi yang 
memadai. Namun, hingga saat ini belum terdapat instrumen hukum internasional 
yang secara komprehensif mengatur keberadaan dan peran AI dalam perdagangan 
internasional (WTO, 2023). Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian 
yang berpotensi menghambat perkembangan perdagangan global yang adil dan 
berkeadilan (Kingah & Mwimba, 2022). 

Di Indonesia, perkembangan AI dalam konteks perdagangan internasional 
juga semakin nyata. Pemerintah Indonesia telah menetapkan Strategi Nasional 
Kecerdasan Artifisial 2020-2045 sebagai landasan pengembangan AI secara 
nasional. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi 
merupakan langkah awal dalam menyikapi tantangan digital, namun regulasi yang 
secara spesifik mengatur penggunaan AI dalam perdagangan internasional masih 
sangat terbatas (Hartono & Saptono, 2023). Kondisi ini menimbulkan kebutuhan 
mendesak untuk melakukan kajian hukum yang mendalam tentang eksistensi AI 
dalam transformasi hukum perdagangan internasional. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan 
permasalahan: (1) bagaimana eksistensi kecerdasan buatan dalam sistem hukum 
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perdagangan internasional yang berlaku saat ini? (2) bagaimana implikasi hukum 
dari transformasi yang dibawa oleh kecerdasan buatan terhadap prinsip-prinsip 
hukum perdagangan internasional? (3) bagaimana arah regulasi yang diperlukan 
untuk mengakomodasi eksistensi AI dalam hukum perdagangan internasional? 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative 
legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka 
atau data sekunder (Soekanto & Mamudji, 2020). Pendekatan yang digunakan 
meliputi: Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan 
dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan dan regulasi yang 
relevan, meliputi perjanjian perdagangan internasional seperti GATT/WTO, RCEP, 
perjanjian perdagangan bilateral, serta regulasi AI di berbagai yurisdiksi termasuk 
EU AI Act 2024 (Voeneky et al., 2022). 

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari 
pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, 
khususnya terkait konsep subjek hukum, tanggung jawab hukum, dan regulasi 
teknologi dalam hukum perdagangan internasional (Marzuki, 2021). 

Ketiga, pendekatan komparatif (comparative approach) digunakan untuk 
membandingkan regulasi AI dalam perdagangan internasional di berbagai 
yurisdiksi, seperti Uni Eropa, Amerika Serikat, Tiongkok, dan negara-negara 
berkembang termasuk Indonesia (Calo, 2020). 

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa 
perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan nasional; bahan hukum 
sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian; serta bahan hukum 
tersier berupa kamus hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui metode 
interpretasi hukum dan konstruksi hukum (Hadjon & Djatmiati, 2020). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Eksistensi Kecerdasan Buatan dalam Hukum Perdagangan Internasional 

Kecerdasan buatan dalam hukum perdagangan internasional dapat dipahami 
dalam dua dimensi utama: sebagai alat (tool) dan sebagai aktor (actor). Sebagai 
alat, AI digunakan untuk mendukung pelaksanaan transaksi perdagangan, analisis 
risiko, dan kepatuhan regulasi. Sebagai aktor, AI mulai menunjukkan kemampuan 
untuk membuat keputusan secara otonom yang berdampak langsung pada 
hubungan hukum antarpihak dalam perdagangan internasional (Floridi et al., 2022). 

Dalam kerangka WTO, penggunaan AI telah merambah berbagai aspek 
perdagangan internasional. Sistem AI digunakan dalam trade facilitation untuk 
mempercepat proses kepabeanan, mendeteksi potensi pelanggaran, dan 
mengoptimalkan jalur distribusi barang lintas batas. Agreement on Trade 
Facilitation (TFA) yang mulai berlaku sejak 2017 membuka ruang bagi penerapan 
teknologi digital dalam prosedur kepabeanan (WTO, 2022). Penerapan AI dalam 
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kepabeanan di berbagai negara telah terbukti mengurangi waktu clearance barang 
hingga 30% dan biaya administrasi hingga 25% (UNCTAD, 2023). 

Lebih jauh, fenomena smart contract berbasis blockchain dan AI telah 
mengubah cara kontrak perdagangan internasional dibuat dan dilaksanakan. Smart 
contract adalah program komputer yang secara otomatis mengeksekusi ketentuan 
kontrak ketika kondisi yang telah diprogramkan terpenuhi. Dalam perdagangan 
internasional, smart contract digunakan untuk letter of credit elektronik, kontrak 
pengiriman barang, dan manajemen rantai pasok. Persoalan hukum yang muncul 
adalah tentang keabsahan smart contract berdasarkan hukum kontrak internasional, 
khususnya CISG (Savelyev, 2022). Penelitian Durovic dan Janssen (2021) 
menunjukkan bahwa smart contract memenuhi syarat-syarat kontrak yang sah 
berdasarkan CISG apabila memenuhi unsur penawaran, penerimaan, dan itikad baik 
para pihak. 

Di sektor logistik perdagangan internasional, AI telah diimplementasikan 
secara luas dalam sistem manajemen pelabuhan, prediksi permintaan, dan optimasi 
rute pengiriman. Penggunaan AI dalam supply chain management global telah 
meningkatkan efisiensi dan ketepatan waktu pengiriman secara signifikan, namun 
sekaligus menimbulkan persoalan tentang alokasi tanggung jawab hukum ketika 
sistem AI mengambil keputusan yang merugikan salah satu pihak (Laney & Van 
Rijmenam, 2023). 
Implikasi Hukum terhadap Prinsip-Prinsip Hukum Perdagangan 
Internasional 

Prinsip non-diskriminasi yang diwujudkan melalui Most Favoured Nation 
(MFN) dan National Treatment merupakan fondasi hukum perdagangan 
internasional. Kehadiran AI menimbulkan tantangan baru terhadap prinsip ini. 
Algoritma AI yang digunakan dalam penentuan tarif, pemberian lisensi ekspor-
impor, atau keputusan kepabeanan berpotensi mengandung bias yang secara tidak 
langsung mendiskriminasikan produk atau pelaku usaha dari negara tertentu 
(Doshi-Velez & Kim, 2021). Studi empiris yang dilakukan oleh European 
Commission (2021) menemukan adanya algorithmic bias dalam sistem klasifikasi 
tarif bea cukai berbasis AI yang berdampak negatif terhadap produk-produk dari 
negara berkembang. 

Sistem penyelesaian sengketa WTO yang selama ini menjadi tulang 
punggung perdagangan multilateral juga mulai bersentuhan dengan AI. Beberapa 
lembaga arbitrase internasional telah mengeksplorasi penggunaan AI dalam proses 
review dokumen, analisis preseden, dan prediksi hasil sengketa. Online Dispute 
Resolution (ODR) berbasis AI menjadi alternatif yang semakin diminati karena 
efisiensi biaya dan waktu (Zeleznikow, 2021). Namun, penggunaan AI dalam 
penyelesaian sengketa menimbulkan pertanyaan serius tentang due process dan 
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transparansi pengambilan keputusan yang merupakan hak fundamental para pihak 
(Rule et al., 2020). 

Salah satu persoalan paling fundamental yang ditimbulkan oleh AI dalam 
perdagangan internasional adalah tentang tanggung jawab hukum (legal liability). 
Ketika sistem AI membuat keputusan yang menyebabkan kerugian dalam transaksi 
perdagangan internasional, persoalan tentang siapa yang bertanggung jawab 
menjadi sangat kompleks. Uni Eropa melalui EU AI Act 2024 telah 
mengklasifikasikan sistem AI berdasarkan tingkat risiko dan menetapkan tanggung 
jawab yang berbeda untuk setiap kategori. Pendekatan berbasis risiko ini dapat 
menjadi referensi penting bagi pengembangan regulasi AI dalam perdagangan 
internasional secara global (Cihon et al., 2020). 

Dimensi perlindungan data dan privasi dalam perdagangan internasional juga 
semakin kompleks seiring dengan penggunaan AI yang masif. Arus data lintas batas 
yang diperlukan untuk operasionalisasi sistem AI perdagangan bersinggungan 
langsung dengan ketentuan perlindungan data di berbagai yurisdiksi, termasuk 
GDPR di Uni Eropa dan berbagai regulasi data nasional. Pertentangan antara 
kepentingan liberalisasi aliran data dan kepentingan perlindungan privasi nasional 
menciptakan ketegangan hukum yang memerlukan penyelesaian melalui diplomasi 
perdagangan internasional (Kuner et al., 2021). 
Tantangan Regulasi AI dalam Perdagangan Internasional 

Hingga saat ini, belum terdapat perjanjian internasional yang secara khusus 
dan komprehensif mengatur penggunaan AI dalam perdagangan internasional. 
Berbagai perjanjian perdagangan regional seperti RCEP, CPTPP, dan USMCA 
memang mulai memasukkan ketentuan tentang perdagangan digital, namun 
pengaturan tentang AI masih sangat general dan tidak memadai (UNCTAD, 2021). 
Kekosongan regulasi ini menciptakan legal uncertainty yang dapat dieksploitasi 
oleh pihak-pihak yang beritikad tidak baik dan menghambat perkembangan 
perdagangan internasional yang transparan dan berkeadilan. 

Setiap negara dan kawasan mengembangkan regulasi AI-nya masing-masing 
dengan pendekatan yang berbeda-beda. Uni Eropa mengadopsi pendekatan berbasis 
hak asasi manusia melalui EU AI Act, Amerika Serikat lebih mengandalkan 
pendekatan sektoral berbasis pasar, sementara Tiongkok menerapkan pendekatan 
yang lebih berfokus pada kedaulatan dan kepentingan nasional (Calo & Citron, 
2021). Fragmentasi ini menciptakan hambatan perdagangan baru yang 
bertentangan dengan semangat liberalisasi perdagangan internasional dan 
berpotensi menimbulkan sengketa perdagangan baru di forum WTO. 

Perkembangan AI dalam perdagangan internasional juga memunculkan 
fenomena tech protectionism. Negara-negara mulai memberlakukan pembatasan 
terhadap transfer data lintas batas, kewajiban lokalisasi data (data localization 
requirement), dan persyaratan keamanan siber yang dapat berfungsi sebagai 
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hambatan perdagangan non-tarif. Indonesia sendiri melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
telah mengatur tentang kewajiban penempatan pusat data di wilayah nasional yang 
berimplikasi pada perdagangan digital internasional (Praditya, 2022). 
Arah Regulasi yang Diperlukan 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini mengidentifikasi 
beberapa arah kebijakan regulasi yang diperlukan. Pertama, harmonisasi regulasi 
internasional melalui forum multilateral seperti WTO, OECD, dan G20 untuk 
menyepakati prinsip-prinsip dasar regulasi AI dalam perdagangan internasional 
yang mencakup transparansi, akuntabilitas, dan non-diskriminasi (OECD, 2022). 
Inisiatif OECD Principles on AI (2019) yang telah diendorse oleh G20 dapat 
menjadi titik tolak bagi harmonisasi regulasi yang lebih mengikat. 

Kedua, pembentukan kerangka hukum yang adaptif (adaptive legal 
framework) yang mampu mengikuti perkembangan teknologi AI yang sangat 
dinamis, misalnya melalui mekanisme regulatory sandbox dan sunset clause. 
Pendekatan ini telah berhasil diterapkan di beberapa negara termasuk Singapura 
dalam kerangka Monetary Authority of Singapore Regulatory Sandbox (Susskind, 
2020). 

Ketiga, perlindungan kepentingan negara berkembang dalam tata kelola AI 
global menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan. Indonesia sebagai negara 
berkembang dengan ekonomi digital yang pesat perlu aktif terlibat dalam 
pembentukan norma-norma internasional tentang AI dan perdagangan (Widodo & 
Kusniati, 2023). Keempat, integrasi regulasi AI ke dalam instrumen hukum 
perdagangan internasional yang ada, termasuk melalui pembaruan ketentuan dalam 
perjanjian perdagangan bilateral maupun regional yang melibatkan Indonesia 
(Hartono, 2024). 
SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat 
ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, kecerdasan buatan telah eksis dan 
bertransformasi menjadi komponen esensial dalam sistem hukum perdagangan 
internasional modern, dengan manifestasi nyata dalam otomasi kontrak 
perdagangan, sistem penyelesaian sengketa, manajemen kepatuhan regulasi, dan 
fasilitasi perdagangan lintas batas. Kedua, eksistensi AI membawa implikasi hukum 
yang signifikan terhadap prinsip-prinsip fundamental hukum perdagangan 
internasional, khususnya terkait prinsip non-diskriminasi, konsep tanggung jawab 
hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang memerlukan reinterpretasi dan 
adaptasi regulasi. Ketiga, diperlukan harmonisasi regulasi internasional yang 
adaptif dan inklusif untuk mengakomodasi peran AI dalam perdagangan 
internasional, dengan memperhatikan kepentingan seluruh negara anggota WTO, 
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terutama negara-negara berkembang, agar manfaat AI dapat dinikmati secara 
merata dan berkeadilan. 
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